
Menimbang 

Mengingat 

BUPATIENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR H TAHUN 2017 

TENT ANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk mengoptimalkan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan 
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Enrekang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 44 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Enrekang. 

di Enrekang 
al 17 ,A!'{l!L �017 

Diundangkan di Enrekang 
Pada tanggal \7 A()ll1 :kJ\7 

CHAIRUL LATANRO 

SERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 1/ 

. 1 
:I 
' 

/. _·--·_. 
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D. Format Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN ENREKANG 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TA HUN ... 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KEPALA DESA , 
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati 

Enrekang Nomor Tahun tentang , bahwa desa 
dapat melakukan perubahan APBDesa; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah 
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa . 
tentang Perubahan Angga.ran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 
menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20 .... 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

2. Undang-Undang; 
3. Peraturan Pemerintah; 
4. Peraturan Menteri; 
5. Peraturan Daerah; 
6. Peraturan Bupati; 
7. Peraturan Desa; 
8. Ost ... 

Dengan Persetujuan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA XXXXXXXX 

DAN 
KEPALA DESA 

MEMUTUSKAN : 

RANCANGAN PERATURAN DESA XXXXXXXX TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20 ... 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa 

Sebelum Perubahan 

Setelah Perubahan 

Bertam bah/ (Berku rang) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
' ' • ' ' ' ' ' ' ' • ' • I 
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F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

KEPALA DESA ..... (Nama Desa) 
KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota) 

PERATURAN DESA ... (Nama Desa) 
NOMOR ... TAHUN ... 

TENT ANG 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANMN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN . 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

KEPALA OESA . 
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten 
........ Nomor Tahun tentang , Kepala Desa wajib 
menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
........................... Tahun Anggaran; 

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

2. Undang-Undang; 
3. Peraturan Pemerintah; 
4. Peraturan Menteri; 
5. Peraturan Daerah; 
6. Peraturan Bupati; 
7. Peraturan Desa; 
8. Ost ... 

Dengan Persetujuan Bersama 

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA . 
DAN 

KEPALA DESA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 20 . 

Pasal 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran . 

dengan rincian sebagai beriku t: 

1. Pendapatan Desa 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

Rp . 

Rp . 
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LAMPIRAN Ill PERATURAN DESA . 
NOMOR : . 
TENTANG: LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

REALISASI PELAKSANAAN APBDesa 
TAHUN ANGGARAN . 

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

Tanggal 
Desa 
Kecamatan 
Kabupaten 

. . . 

No. Jenis Lokasi Rincian Volume Satuan Sumber Jumlah 
Keziatan Keziatan Keziatan Dana (Rnl 

Sub Total Jenis 
Keziatan ( 1 Rp. 

Sub Total Jenis 
Keziatan (2 RP. 

Sub Total Jenis 
Keziatan (3 Ro. 

Sub Total (4) Rp. 
Total (1 s/d 4) Rp. 

tanggal, 

------ 

' i ( · ) 
BUPAT 

.- 

- 


